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Melalui pengukuhan dan bimbingan teknis ini, Kanwil DJP DIY

berharap Para Renjani dapat menjadi agen edukasi yang menjunjung

tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam setiap

pendampingan kepada masyarakatkegiatan dilanjutkan dengan

pemaparan tugas dan fungsi Relawan Pajak, internalisasi nilai-nilai

Kementerian Keuangan dan antigratifikasi, serta penguatan kemampuan

komunikasi sebagai bekal relawan dalam berinteraksi dengan wajib

pajak, diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh

secara optimal dan berkontribusi nyata dalam membangun kesadaran

pajak sebagai fondasi kemandirian bangsa.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah

dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
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1. Secara normatif, implementasi Core Tax Administration System

(CTAS) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun

2024 telah dirancang untuk memenuhi asas keterjangkauan

pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya asas

kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Proses implementasi

coretax dilakukan secara bertahap, karena skala sistem nasonal dan

jumlah pengguna yang sangat besar. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 81 Tahun 2024 menata ulang proses bisnis administrasi

perpajakan melalui sistem digital terintegrasi. Dalam sistem coretax

telah mengintegrasikan pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran,

dan layanan administrasi dalam satu portal. Selin itu, dalam sistem

coretax memungkinkan akses layanan secara daring (online) tanpa

kehadiran fisik. Sistem coretax juga mengurangi prosedur berulang

dan biaya kepatuhan (cost of compliance). Sistem Coretax terdapat

transparansi akun wajib pajak melalui fitur Taxpayer Account

Management.

Implementasi Cote Tax Administration System yang dilakukan KPP

Pratama Yogyakarta telah berjalan sejak awal tahun 2025, dengan

memberikan pelayanan berbasis digital meliputi registrasi dan profil

wajib pajak terpadu, pelaporan dan pembayaran pajak secara

elektronik, manajemen data dan risiko kepatuhan, pengewasan,
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pemeriksaan, dan penagihan pajak, integrasi data ekternal, serta

audit trail dan pengendalian internal. Secara normatif, implementasi

Core Tax Administration System (CTAS) berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 telah dirancang untuk

memenuhi asas keterjangkauan pelayanan publik sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, khususnya asas kecepatan, kemudahan, dan

keterjangkauan. Proses implementasi coretax dilakukan secara

bertahap, karena skala sistem nasonal dan jumlah pengguna yang

sangat besar. Tahapan pelaksaannya dimulai dari tahap perencanaan

dan desain sistem, pengembangan dan pengujian aplikasi, migrasi

data dari sistem lama, pelatihan pegawai pajak dengan membentuk

tim khusus dilanjutkan dengan penyuluhan kepada wajib pajak,

kemudian coretax akan diimplementasikan secara bertahap (phased

rollout) untuk meminimalkan risiko gangguan layanan.

2. a. Implementasi CTAS di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

masih terdapat beberapa kendala teknis maupun non-teknis, seperti

gangguan server akibat lonjakan akses, bug pada sistem, serta

keterbatasan literasi digital sebagian wajib pajak. Kurangnya

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan

perpajakan berbasis digital, serta kualitas pelayanan publik yang

belum sepenuhnya optimal, baik dari aspek responsivitas petugas
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maupun ketersediaan sarana pendukung. Kendala tersebut

berpotensi menghambat optimalisasi asas keterjangkauan pelayanan

publik dan menyebabkan pemanfaatan sistem Coretax belum

berjalan maksimal meskipun telah tersedia secara komprehensif.

b. Menanggapi kendala tersebut, KPP Pratama Yogyakarta telah

melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyuluhan dan

edukasi dengan membentuk tim khusus pelatihan kepada wajib

pajak, pendampingan teknis dalam penggunaan sistem, optimalisasi

layanan konsultasi, serta koordinasi dengan Direktorat Jenderal

Pajak untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan. Dengan

demikian, meskipun implementasi CTAS belum sepenuhnya

optimal dalam memenuhi asas keterjangkauan, secara bertahap

sistem ini menunjukkan arah perbaikan dan berpotensi

meningkatkan kualitas pelayanan publik perpajakan serta kepatuhan

wajib pajak. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih

sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif wajib pajak dalam

memahami serta mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena

itu, diperlukan strategi edukasi yang lebih adaptif, berkelanjutan,

dan partisipatif agar implementasi CTAS benar-benar mampu

mewujudkan asas keterjangkauan pelayanan publik secara optimal.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, sampai saat ini KPP Pratama

Yogyakarta telah mengadakan kegiatan penyuluhan yang telah
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diselenggarakan sejak awal tahun 2024, baik lewat media sosial

maupun kegiatan seminar secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat

diberikan penulis agar dapat berjalan optimal adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Yogyakarta perlu melakukan penguatan kompetensi

sumber daya manusia dalam penggunan coretax, seperti persiapan

dan pelatihan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan

menyeluruh pegawai secara intensif terkait fitur coretax, baik dari

sisi teknis sistem maupun pemahaman prosedur perpajakan yang

terintegrasi. Dengan adanya pegawai yang kompeten akan

mempercepat adaptasi dan meminimalkan kesalahan dalam

pelayanan.

2. KPP Pratama Yogyakarta dapat mempertimbangkan untuk

membentuk tim khusus, baik tim IT Support yang bertanggung

jawab atas trouble shooting harian, sehingga pegawai lapangan tetap

fokus pada pelayanan. Selain itu juga diperlukan tim relawan

penyuluhan yang aktif di lingkungan masyarakat, seperti Renjani

(Relawan Pajak untuk Negeri), yang mana tim tersebut harus

representatif dan memahami teknologi. Dengan adanya tim yang

terkoordinasi turun langsung ke masyarakat, transisi penggunaan

coretax dalam masyarakat akan lebih cepat dan terarah.
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3. KPP Pratama Yogyakarta dapat mempertimbangkan untuk

mengadakan sosialisasi secara intensif kepada wajib pajak dengan

berkolaborasi dengan wajib pajak dalam bentuk lokakarya maupun

seminar. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui kelas pajak, media

sosial, video tutorial dengan menggunakan media sosial secara

optimal, untuk meningkatkan pemahaman pajak akan kemudahan

dalam penggunaan coretax, adaptif terhadap sistem, juga menjalin

kemitraan dengan pemerintah daerah Yogyakarta untuk integrasi

data regional.
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